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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme dan bagaimana pemberlakuan
sanksi pidana terhadap penyelenggara negara
akibat Melanggar Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Bentuk-bentuk  perbuatan  penyelenggaran
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana,
seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai
penyelenggara negara untuk tidak melakukan
perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan kolusi merupakan permufakatan
atau kerja sama secara melawan hukum antar
penyelenggara negara atau antara
penyelenggara negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau
negara. Nepotisme merupakan perbuatan
penyelenggara negara secara melawan hukum
yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk tindak
pidana korupsi dan sanksi pidananya diatur
dalam peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur mengenai tindak pidana
korupsi. 2. Pemberlakuan sanksi pidana
terhadap penyelenggara negara yang terbukti
sah secara hukum, melakukan kolusi dan
nepotisme maka dapat dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
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(satu miliar rupiah). Untuk tindak pidana
korupsi dan sanksi pidananya diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Penyelenggara
Negara, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, dalam waktu lebih dari 30 (tiga

puluh) tahun, Penyelenggara Negara

tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, sehingga penyelenggaraan
negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal itu terjadi karena adanya pemusatan

kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab

pada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu, masyarakat pun belum

sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan

fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap
penyelenggaraan negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, didasarkan pada pertimbangan
sebagaimana dinyatakan pada bagian
“menimbang”:

a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai
peranan yang sangat menentukan dalam
penyelenggaraan negara untuk mencapai
cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara
Negara yang mampu menjalankan fungsi
dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan
penuh tanggung jawab, perlu diletakkan
asas-asas penyelenggaraan negara;

c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme tidak hanya dilakukan antar
Penyelenggara Negara melainkan juga
antara Penyelenggara Negara dengan pihak
lain yang dapat merusak sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan
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bernegara serta membahayakan eksistensi

negara, sehingga diperlukan landasan

hukum untuk pencegahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan ¢ perlu dibentuk Undang-undang
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Menurut  Penjelasan  Atas  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu,
dalam rangka mengoptimalkan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Penyelenggara Negara diwajibkan untuk
memberikan jawaban atau keterangan sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan
kesempatan Penyelenggara Negara
menggunakan hak kewajiban berupa bantahan
terhadap informasi yang tidak benar dari
masyarakat.

Apabila penyelenggara negara melakukan
perbuatan-perbuatan seperti korupsi, kolusi
dan nepotisme dan telah terbukti sah secara
hukum melalui pemeriksaan perkara di muka

pengadilan, maka ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme akan diberlakukan. Pemberlakuan
ketentuan pidana dalam undang-undang ini
merupakan bagi dari upaya hukum untuk
menciptakan penyelenggara negara yang
bersih, menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
perbuatan tercela lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang
dapat dikenakan sanksi pidana menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme ?

2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana
terhadap penyelenggara negara akibat
Melanggar Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ?

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum vyang akan
digunakan dalam penulisan ini, ialah metode
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan
hukum diidentifikasi dan diinventarisir melalui
studi kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Penyelenggara

Negara Yang Dapat Dikenakan Sanksi

Pidana

Bentuk-bentuk perbuatan penyelenggara
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Setiap
Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi
Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4. Pasal 22.
Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota
Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 1
angka 7. Komisi Pemeriksa  Kekayaan
Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut
Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen
yang bertugas untuk memeriksa kekayaan
Penyelenggara Negara dan mantan
Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek
korupsi, kolusi. dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 1
angka 4. Kolusi adalah permufakatan atau
kerja sama secara melawan hukum antar
Penyelenggara Negara atau antara
Penyelenggara Negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau
negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi. Pasal 1
angka 5. Nepotisme adalah setiap perbuatan
Penyelenggara Negara secara melawan hukum
yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk tindak
pidana korupsi diatur dalam peraturan




perundang-undangan lainnya seperti Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1. Dalam Undang-
Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara Negara adalah
penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi
adalah  serangkaian  tindakan  untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
menegaskan, Tindak pidana korupsi di
Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun
ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi
dan jumlah kerugian keuangan negara maupun
dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan
semakin sistematis serta lingkupnya vyang
memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap
Penyelenggara Negara
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Adanya tata tertib hukum, sesungguhnya
merupakan kepentingan objektif seluruh warga
masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana
ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada
perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau
perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut
perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh
subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur
perbuatan hukum adalah kehendak dan
pernyataan kehendak yang sengaja
menimbulkan akibat hukum. Dalam arti
seseorang dihukum karena ia dengan sengaja
melanggar norma hukum vyang berlaku
sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk
atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu
peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa
hukum, vyaitu peristiwa yang oleh hukum
dihubungkan dengan akibat hukum.?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Setiap
Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi
Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4. dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 22. Setiap Penyelenggara Negara atau
Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan
nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana
korupsi diatur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya seperti Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor
20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

* Muhammad Nuh, Op.Cit, 199-120.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Pasal 20 ayat:
(1) Setiap  Penyelenggara  Negara  yang

melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5,

atau 6 dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.

(2) Setiap  Penyelenggara  Negara yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7
dikenakan sanksi pidana dan atau
sanksi perdata sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui
dasar pembenaran adanya hukum atau
penjahan pidana. Dasar pembenaran
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai
berikut:*

1. Teori Absolut
Menurut teori absolut tujuan dari
pemidanaan terletak pada hukum pidana itu
sendiri, “...barang siapa yang dilakukan suatu
perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum
pidana....” Teori ini disebut juga teori
pembalasan, karena bersifat pembalasan
(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada
dosa.

2. Teori relatif
Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan
adalah untuk :

a. Mencegah;

b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain

tidak melakukan kejahatan;

c. Memperbaiki orang yang melakukan

tidak pidana;

d. Memberikan perlindungan kepada

masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena

menitikberatkan pada tujuan hukuman.

Ancaman hukuman perlu supaya manusia

tidak melanggar.

3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan

kombinasi antara teori absolut dan teori

relatif, tujuan penjatuhan pidana karena
orang tersebut melakukan kejahatan dan
agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

*Yulies Tiena Masriani, Op.Cit. hal. 66.
> Ibid, hal. 66.

Hukum adalah produk pemerintah atau
penyelenggara negara atau lembaga vyang
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian
menjadi hukum positif atau peraturan yang
mengikat  kehidupan  masyarakat dalam
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur
hubungan antarindividu sehingga dengan
adanya hukum itu, gejolak sosial dan
mobilitasnya dapat dikendalikan.®

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu
perbuatan yang terlarang berikut berbagai
akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum
adalah peraturan mengenai tingkah laku
manusia  dalam  pergaulan  masyarakat.
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah
peraturan dan ketentuan yang mengandung
perintah, larangan dan kebolehan yang harus
ditaati oleh setiap orang.’

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang  bersangkutan. Kejahatan adalah
perbuatan pidana yang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,
hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan
hakim.?

Tujuan hukum pidana ada dua macam,
yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar
tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi
preventif/pencegahan);

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan
perbuatan pidana agar menjadi orang yang
baik dan dapat diterima kembali dalam
masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

® Wawan Muhwan Hariri, Pengantar llmu Hukum, Cet. |.
Pustaka Setia, Bandung. 2012, hal. 19.

7 Ibid, hal. 20.

8 Yulies Tiena Masriani, Op.Cit. hal. 60.




Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum
pidana adalah untuk melindungi masyarakat.
Apabila seseorang takut untuk melakukan
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum,
semua orang dalam masyarakat akan tenteram
dan aman.’

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat
memaksa yang dipertajam  sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.'

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan  tersebut seimbang dengan
pengorbanan yang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.!

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim;

® Ibid. hal. 61.
10 Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, Op.Cit. hal. 211.
" 1bid, hal. 211-212.
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misalnya, pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda.™

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu
unsur yang paling esensial, bila melihat hukum
sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana
dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana
Khusus atau peraturan perdang-undangan di
luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan
penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti
sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur
sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana
dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana
disebut dengan double track system. Menurut
Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan
berorientasi pada perbuatan dan berlaku (daad
dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya
meliputi pidana (straf) tetapi juga tindakan
(maatregel) yang secara relatif lebih bermuatan
pendidikan.™

Norma hukum itu harus mendapat
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus
diketahui dan secara rasional dipahami oleh
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat
terlaksana dalam komunikasi dengan orang
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
Dengan menaati hukum, kebebasan dan
kepentingan masyarakat dakan terjamin
sehingga martabatnya sebagai manusia pun
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup
damai dan tenteram. Dengan norma hukum,
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama
termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika
seseorang melanggar norma hukum, ia
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan
dijatuhi hukuman.*

Norma hukum tidak bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat dan martabat
manusia. Norma hukum justru memungkinkan
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan,
seperti kerukunan atau kebersamaan,
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih
sayang. Dengan demikian hukum yang baik
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil

2 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit, hal.
121.

2 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90-91.

* Muhammad Nuh, Op.Cit, hal. 199.
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(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum
yang baik adalah hukum yang benar dan adil
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk
dijalankan.”

Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa yang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk
menaati  hukum demi pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.™®

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur
utama terbentuknya sebuah negara. Oleh
karena itu, tepatlah bila para sosiolog
mengatakan bahwa negara adalah kelompok
persekutuan hidup orang vyang banyak
jumlahnya dan terikat dan terikat oleh
perasaan senasib dan seperjuangan. Jadi jika
membicarakan negara, maka sebenarnya yang
dibicarakan adalah masyarakat manusia,
sehingga adanya manusia merupakan suatu
keharusan dan manusia itu membentuk
kelompok masyarakat. Terbentuknya
kemlompok masyarakat disebabkan karena
manusia dalam kenyataannya adalah makhluk
sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat
Aristoteles. Dapat dikatakan hidup masyarakat
adalah  merupakan suatu kelompok yang
mempunyai ide dan cita-cita serta berkeinginan
untuk bersatu. Adanya idea tau cita-cita untuk
bersatu serta kesatuan yang mereka bentuk
tersebut merupakan kesatuan senasib dan
seperjuangan yang oleh pengamatan ilmu
modern disebut adanya tekad untuk
membentuk satu nation (bangsa). Oleh karena
tekad tadi pengertian masyarakat tersebut

' Ibid, hal. 199.
8 1bid.

menjadi pengertian rakyat yang berarti lebih
condong ke arah konsepsi politik."”

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini
telah  dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”,
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum?”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci
kestabilan politik dalam masyarakat.™®

Larangan penyalahgunaan wewenang oleh
penyelenggara negara, seperti melakukan
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya baik di
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk
melayani masyarakat merupakan upaya hukum
untuk menjamin perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penyalahgunaan wewenang oleh
penyelenggara negara dapat menyebabkan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
kewibaan penyelenggara negara  yang
menjalankan sistem dan prosedur
penyelenggaraan negara untuk pembangunan.

Mekanisme kontrol, pengawasan dan
penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk
penyalahgunaan wewenang oleh
penyelenggara negara perlu dilaksanakan
secara efektif guna mencegah terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat
menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh
karena itu penegakan hukum berupa
pemberlakuan sanksi pidana dan sanksi
administrasi perlu diberlakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang vyang
berlaku agar tercipta penyelenggara negara
yang bersih yang menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
perbuatan tercela lainnya.

v Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara
Indonesia, Edisi Pertama. Graha IImu. Yogyakarta, 2012.
hal. 2-3.

¥ Soesilo  Yuwono. Penyelesaian  Perkara  Pidana
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Alumni, Bandung. 1982, hal.3.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan penyelenggaran
negara yang dapat dikenakan sanksi pidana,
seperti tidak melaksanakan kewajiban
sebagai penyelenggara negara untuk tidak
melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Perbuatan kolusi merupakan
permufakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar penyelenggara
negara atau antara penyelenggara negara
dan pihak lain yang merugikan orang lain,
masyarakat, dan atau negara. Nepotisme
merupakan perbuatan penyelenggara
negara secara melawan hukum yang
menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk
tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya
diatur  dalam  peraturan  perundang-
undangan lainnya yang mengatur mengenai
tindak pidana korupsi.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
penyelenggara negara yang terbukti sah
secara hukum, melakukan kolusi dan
nepotisme maka dapat dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk
tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya
diatur  dalam  peraturan  perundang-
undangan yang mengatur tentang tindak
pidana korupsi.

B. SARAN
1. Sebagai penyelenggaran negara seharusnya
dapat melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Penyelenggara
Negara mempunyai peran penting dalam
mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.
Penyelenggara Negara yang bersih wajib
menaati asas-asas umum penyelenggaraan
negara dan bebas dari praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan
tercela lainnya.
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2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
penyelenggara negara yang terbukti sah
secara hukum, melakukan kolusi dan
nepotisme perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk memberikan efek jera
terhadap pelakunya dan bagi penyelenggara
negara lainnya sebagai suatu peringatan
untuk tidak melakukan perbuatan yang
sama.
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